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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan di berlakukanya era pasar bebas di Indonesia dilihat
dari segi perdagangan berupa ekspor impor menjadikan dampak
produk luar negeri beredar secara bebas di Indonesia, sebagai
konsekuensinya produk luar negeri akan banyak di jumpai di Indonesia.
produk asing yang tidak menjamin akan halal atau tidaknya perlu
meningkatkan kualitas makanan sesuai ketentuan hukum sehingga
memberikan rasa aman terhadap isu produk yang tidak halal.
Beredarnya produk makanan mie Samyang yang merupakan produk
makanan jenis mie asal korea yang beredar di Indonesia , merupakan
produk diantaranya mengandung bahan DNA babi yang berakibat
negatif terhadap sebagaian masyarakat yang mayoritas islam.
Mengenai peredaran produk makanan yang tidak halal konsumen harus
mendapatkan perlindungan sebagai pembeli/atau konsumen yang
mengandung unsurkepastian hukum,dan keterbukaan informasi serta

akses untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, tujuan
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perlindungan konsumen perlu di rancang dan dibangun secara
berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen
disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga
pemberdayaan, meningkatkan kesadaran konsumen. Karena
pembelian sertifikat halal bertujuan untuk melindungi konsumen muslim
terhadap makan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman
dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan
dan minuman agar tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut
terindikasi dari hal-hal yang di haramkan sesuai syariat islam.
Melaksanakan upaya penegakan hukum mengenai beredarnya produk
makanan yang tidak berlabel halal salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu produksi nasional adalah dengan memberlakukan
standarisasi nasional, memberikan tanggung jawab kepada pelaku
usaha (produsen) untuk menjaga mutu produksinya, dan untuk
menegakan hukum perlindungan konsumen dalam meningkatkan mutu
produksi nasional. Upaya penegakan perlindungan konsumen harus di
pahami mulai dari upaya hukum preventif seperti penyuluhan kepada
masyarakat sampai kepada pemberlakuan standarisasi nasional
terhadap mutu produksi dan penegakan hukum represif dimuka
peradilan dan pemberian sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang
melanggar hukum.

B. Saran
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1. Pemerintah harus lebih mengawasi aturan yang telah dibuatnya,
khususnya aturan-aturan mengnai pengawasan peredaran pangan
atau makanan, keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan
menjalankan aturan serta menindak segala kecurangan yang
dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menjalankan aturan yang
dapat membuat hukum berlaku efektif. Konsumen muslim harus
cerdas membeli produk makanan dan minuman harus melihat logo
halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan
minnuman beredar di masyarakat belum berlogo halal MUI diragukan
kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk cek
pada website MUI produk berverifikasi halal. Pelaku usaha dalam
memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya
mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen
termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk
mendapatkan  sertifikasi halal pelaku usaha mengunakan
permohonan sertifikasi halal melalui LPPOM-MUI .

2. Jika dalam konteks di indonesia, sudah dibentuk lembaga yang
bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan setifikasi halal.
Badan pengawasan obat dan makanan yang di harapkan mampu
mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termasuk untuk
melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.
Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal di bentuk oleh majelis

ulama indonesia yakni lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan
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dan kosmetika sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat islam di
indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu
produk. Dalam era kapitalisme, berkembanganya teknologi dan
pemikiran tidak dibatasi dengan landasan syariat yang kuat. Karena
yang haram beredar, maka sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang
muslim pun harus terjaga agar jangan sampai terkontabinasi oleh
seorang muslim harus di jaga terhindar dari komsumsi haram, atau
sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang haram. Pemberian Label,
selama ini merujuk pada UU 7 Tahun 1996 tentang Pangan (telah
diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan).
Pelaksanaan mengenai pencantuman label halal selama ini
dilakukan oleh Badan POM. MUI bisa memahami pemberian label
merupakan kewenangan Pemerintah yang diatur dalam RUU JPH.
Pengawasan Pengawasan dalam penjaminan produk halal di
antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen),
distribusi, dan peredaran produk halal. Pengawasan selama ini telah
dilakukan oleh MUI terbatas pada mengawasi ketaatan pelaku usaha

(produsen) dalam menerapkan sistem jaminan halal (SJH).
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